
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 55 TAHUN 2025 
TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN 
TINGGI NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI 

KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER ATAU DOKTER GIGI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 591 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2023 tentang Kesehatan, uji kompetensi mahasiswa 

pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dilaksanakan 
sesuai dengan standar prosedur operasional uji 
kompetensi secara nasional bagi peserta didik pada 

pendidikan vokasi dan pendidikan profesi, dan uji 
kompetensi berstandar nasional bagi peserta didik pada 

pendidikan profesi program spesialis/subspesialis tenaga 
medis dan tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri 

Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama dengan 
Menteri Kesehatan; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu mencabut Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa 
Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang 

Pencabutan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program 
Profesi Dokter atau Dokter Gigi; 
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Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2.⁠ ⁠ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6994);  

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6887);   

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5500); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 
7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
386); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

1051); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN 

TEKNOLOGI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI 
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 18 

TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI 
KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER 
ATAU DOKTER GIGI. 
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Pasal 1 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji 

Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter 
Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1012), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.   
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Desember 2025  

 
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
Œ 

 
BRIAN YULIARTO 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal                  Д 
 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,  

 
 

Ѽ 
 

DHAHANA PUTRA 
 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR       Ж 
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